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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia ditinjau dari perspektif bikameral; dan untuk 
mengetahui model ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan 
perpektif bikameral. 
Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
(yuridis normative). Jenis Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apa yang 
sedang berlaku dengan melihat bekerjanya kelembagaan pemerintah di Indonesia, 
dalam kerangka penyelesaian suatu masalah. Maksud pemakaian penelitian hukum 
normatif ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan atau teori-teori dalam 
mekanisme kelembagaan yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. 
Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data 
sekunder diolah dengan teknik kualitatif, disajikan dalam bentuk kalimat yang 
tersusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga memudahkan dalam pemberian 
arti terhadap data tersebut. Mengolah dan menganalisa data dilakukan dengan cara 
kualitatif berdasarkan sajian data yang bersifat deskriftif.  Penarikan kesimpulan, 
dilakukan dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti dari peraturan atau prinsip-prinsip khusus, menuju 
penulisan yang bersifat umum.  
Kesimpulan pertama yang diambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai 
kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral mempunyai kedudukan lemah atau 
tidak seimbang dengan DPR sebagai kamar pertama parlemen, sehingga sistim 
parlemen Indonesia menganut sistem bikameral lemah atau soft bicameralism. 
Kesimpulan kedua menawarkan bahwa model ideal Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia sebaiknya menerapkan sistem bikameral yang kuat. Mengacu 
pada model bikameral yang kuat, kedepannya struktur parlemen Indonesia menganut 
badan perwakilan dua kamar dengan menganut strong bicameral atau symetric 
bicameral. Parlemen bikameral berada dalam satu wadah bernama Majelis 
Permusyawaratan Republik Indonesia yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia sebagai kamar pertama dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia sebagai kamar kedua. 
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This study aims to determine the position and authority of the Regional 
Representative Council of the Republic of Indonesia from a bicameral perspective; 
And to know the ideal model of the Regional Representative Council of the 
Republic of Indonesia based on bicameral perspectives. 
Type that will be used in this research is normative legal research (juridical 
normative). This type of research is used to find out what is going on by looking at 
the workings of government institutions in Indonesia, within the framework of 
solving a problem. The purpose of this normative law research is to know the rules 
or theories in the existing institutional mechanism. Data collection methods in this 
study using document studies or library materials primarily on secondary data. The 
data obtained and that have been collected either primary or secondary data 
processed with qualitative techniques, presented in the form of sentences are 
arranged in a systematic, clear and detailed so as to facilitate in giving meaning to 
the data. Processing and analyzing the data is done in a qualitative way based on 
data presentation that is descriptive. The conclusion, done by inductive method, is a 
method related to the problem under study of the rules or special principles, to the 
writing of a general nature. 
The first conclusion drawn from this study indicates that the position and authority 
of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia as the second 
chamber in the bicameral parliamentary system has a weak or unbalanced position 
with the House of Representatives as the first chamber of parliament so that the 
Indonesian parliament system adopts a weak bicameralism system. The second 
conclusion offers that the ideal model of the Regional Representative Council of the 
Republic of Indonesia should adopt a strong bicameral system. Referring to the 
strong bicameral model, in the future the structure of Indonesian parliament adopts a 
two-chamber representative body with strong bicameral or symetric bicameral. The 
bicameral parliament is in a institutions named the Consultative Assembly of the 
Republic of Indonesia consisting of the House of Representatives of the Republic of 
Indonesia as the first chamber and the Regional Representative Council of the 
Republic of Indonesia as the second chamber. 
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